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Abstract

Indonesiasfi/t has unresolved problems with Malaysia regarding
its territorial borders in Kalimantan. Outstanding boundary
problems unfinished negotiation of land demarcations, new
dispute in Ambalat, and cross-border illegal activities are the most
crucial prcblems confronting by the two neighbouring countries.
Using a constructivist view, this writer argues that the lndonesian
govemment needs to introduce clear and progressive policies ln
response with them. Through a combination of field and library
researches, ampleting with interuiews, the writer reveals the
unresolved tenitorial problems between lndonesia and Malaysia,
and extends his reammendations for effective solufions.

Keyvtords: lndonesia, Malaysia, Kalimantan, land border, tenitoialdrspufes,
outstanding boundary prcblems, Ambalat

Abstrak

Indonesia masih menghadapi permasalahan perbatasan serius
dengan Malaysia di Kalimantan. Permasalahan perbatasan
tersebut, antara lain, berkaitan dengan demarkasi perbatasan
darat yang belum tuntas (outstanding boundary problems /OBP)
dan sengketa blok Ambalat dengan Malaysia, dan berbagai

'rTulisan dengan judul 'Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan: Permasalahan dan Upaya
Penanganannya' ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2012.
'r Peneliti Madya bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian,
Pengofahan Data dan lnformasi (P3Dl) Sekretariat Jenderal DpR-Rl. E-mail:
vi cto N m e I a@y ah oo. q. i d.
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permasalahan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi di

kawasan perbatasan, seperti kegiatan ilegal lintas batas dan

terbatasnya infrastruktur. Melalui pendekatan kontsruktivisme,

pemerintah Indonesia perlu mengkonstruksi kebijakan yang lebih

progresif dan mengambil tindakan-tindakan lebih serius untuk

mengatasi permasalahan perbatiasan tersebut. Tulisan ini, yang

didasarkan atas hasil penelitian lapangan (melalui kegiatan

wawancara dan studi kepustakaan), ingin mengkaji bagaimana

sesungguhnya permasalahan perbabsan Indonesia-Malaysia di

Kalimantan dan upaya yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk

menanganinya.

Kata Kunci: Indonesia, Malaysia, Kalimantian, perbatasan darat, sengketa

wif ayah, outstanding boundary problems, Ambalat

l. Pendahuluan

l. A. Latar Belakang

Perbatasan negara bagi suatu negara memilikiarti penting karena tidak

saja menegaskan batas kedaulatan sebuah negara, tetapi juga memiliki

dimensi internasional karena di sana terkandung juga kepentingan-

kepentingan internasional dari suatu negara, mengingat wilayah perbatasan

satu negara akan selalu bersinggungan dengan wilayah perbatrasan darat

atau laut negara lain atau perairan internasional. Ini artinya, tidak ada negara

di dunia ini yang hidup terisolir tanpa berbatasan dengan negara lain.

Berbatasnya satu negara dengan negara lain disatu sisi memilikiartipenting
bagi negara-negara yang saling berbatasan tersebut, karena mereka dapat

bekerja sama mengembangkan berbagai potensi yang terdapat di negara

masing-masing untuk kemajuan pembangunan ekonomi nasional atau

sekurang-kurangnya bagi kemajuan daerah mereka yang berada di kawasan
perbatasan. Mereka juga dapat bekerja sama menjaga keamanan kawasan
perbatasan secara bersama-sama dari berbagai kemungkinan ancaman
keamanan yang datang dari luar. Sementara itu di sisi lain, permasalahan

juga dapat muncul di antara negara-negara yang saling berbatasan itu,

terutama ketika di antara mereka masih memiliki sengketa kedaulatan atas

suatu wilayah tertentu yang berada di kawasan perbatasan. Hal inijuga yang

dihadapi oleh lndonesia dengan beberapa negara tetangga di kawasan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sekitar
81.900 km, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik
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perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Indonesia memiliki
perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia,
Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat tersebut
tersebar di tiga pulau, yakni di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara.
Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan kedaulatan dan atau hak
berdaulat dengan 10 negara, yaitu lndia, Malaysia, Singapura, Thailand,
Vietnam, Filipina, Republik Palau, PNG Timor Leste dan Australia.l Sebagian
besar negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia tersebut hingga saat
ini masih memiliki persoalan perbatasan, terutama menyangkut delimitasi batas
maritim di wilayah-wilayah perairan tertentu, dikarenakan belum adanya
kesepakatan. Begitu juga antara Indonesia dengan negara-negara tetangga
yang berbatasan di darat (Malaysia, PNG dan Timor Leste)juga masih terdapat
sejumlah persoalan perbatasan.2

Yang menarik adalah, persoalan perbatasan Indonesia-Malaysia lebih
sering mengemuka dan menjadisalah satu isu krusialdalam hubungan kedua
negara dibanding persoalan perbatasan Indonesia dengan negara-negara
tetangga yang lain. Bahkan bagi kalangan elit politik di tanah air, seperti di
parlemen misalnya, isu yang berkaitan dengan masalah perbatasan Indonesia-
Malaysia telah menjadi isu sensitif dan bahan pembicaraan serius dalam rapat-
rapat kerja dengan pemerintah. Hal initerlihat, antara lain, ketika kasusTanjung
Berakit di perairan sekitar Pulau Bintan (Kepulauan Riau) muncul padaAgustus
2010,3 dan isu sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia di Camar Bulan dan
Tanjung Datu (Kalimantan Barat) mengemuka pada Oktober 2011.4 Begitu
pula sebelumnya ketika isu sengketa blok Ambalat di perairan sekitar
Kalimantan Timur dan Sabah (Malaysia) mengemuka pada tahun 2OOg.s

Munculnya berbagai isu yang berkaitan dengan masalah perbatasan tersebut

I BNPe'Bab l: Pendahuluan", dalam Badan Nasional pengelola perbatasan (BNpp) Republik
lndonesia, Pengelolaan Batas wlayah Negara dan Kawasan perbatasan Tahun 2011-2914,
Seri BNPP 025-0111, 2011, hal. 1-3.

'? 
BNPfl 'Bab ll: Kondisi Umum Perbatasan Negara,' dalam tbid, hal. 1-15.

3 Terkait kasus Tanjung Berakit, pihak Kementerian Luar Negeri Rl menyatakan bahwa nelayan
dan kepolisian Malaysia melakukan tiga pelanggaran. Peftama, masuknya kapal nelayan Malaysia
ke perairan lndonesia. lGdua, masuknya patroli Polisi Laut Diraja Malaysia ke wilayah Indonesia,
dan ketiga, penangkapan terhadap tiga petugas KKP dilakukan diwilayah Indonesia dan diduga
ada tindak kekerasan yang dialami para petugas tersebut. Lihat Komisi I DpR Rl, "Laporan
Singkat Raker Komisi I DPR Rl dengan Menteri Luar Negeri", Laporan Singkat Komisi t DPR Rt,
25Agustus 2010.
4 lsu perbatasan ini mengemuka ketika TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DpR Rl,
mengungkapkan kepada media massa bahwa Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 1.449
hektare di wilayah camar Bulan, dan 800 meter garis pantai di ranjung Datu, sebagai akibat
dari adanya perbedaan garis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia diwilayah itu. "lndonesia
Dianggap Serahkan Wilayah', Kompas,11 Oktober 2011.
s'Lagi-lagi Masalah Ambalal", Kompas, 30 Mei, 2009.
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ternyata juga sempat memanaskan hubungan kedua negara (lndonesia dan

Malaysia) dan memunculkan aksi-aksi unjuk rasa dari berbagai kelompok

masyarakat di lndonesia yang mengkritisi tindakan Malaysia yang dianggap

sering melakukan pelanggaran di wilayah perbatasan'6

Masalah perbatisan lndonesia - Malaysia yang belum tuntas, dan

sewaktu-waktumunculkepermukaandankembalimemanas,sepertiyang
terjadi pada kasus Tanjung Berakit, camar Bulan dan Tanjung Datu, serta

otorRmuatat sudah tentu tidak menguntungkan bagi hubungan kedua negara

sesama anggota ASEAN ini' Kedua pihak, ]ndonesia dan Malaysia, harus

terus berupaya mencari solusiterbaik bagi penyelesaian masalah perbatasan,

tidak saja berkenaan dengan persoalan penegasan batas daratatau lauttetapi

juga berkenaan dengan persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan

bengemuangan kawasan perbatasan, jika kedua negara yang bertetangga

Oet<it Oan sebagian masyarakatnya memiliki kesamaan etnik dan budaya ini

berkeinginan menjaga hubungan baik. Kawasan perbatasan negara memiliki

potensi dan peluang untuk berkembang dengan baik, jika berbagai

permasalahan yang mewarnai kawasan perbatasan itu dapat ditangani dan

diatasidengan baik.
lndonesiayangbetetanggadanberbatasandaratsecaralangsung

dengan Malaysia di t<atimantan harus dapat mengenali berbagai

perriasalahan perbatasan, dan pada saat yang bersamaan juga harus

mengupayakan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbatasan

tersebut. Dengan mengenali masalah perbatasan' dan juga berupaya

mengatasi permasalahannya, diharapkan isu perbatasan tidak lagi menjadi

r"r"t"n serius bagi lndonesia dan juga dalam hubungan bilateralnya dengan

Malaysia. Namun, hingga saat ini, lndonesia tampaknya belum secara optimal

meniatasi berbagai permasalahan perbatasannya dengan Malaysia'

l. B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Permasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan yang perlu

mendapat perhatian serius, antara lain, meliputiaspek demarkasi perbatasan

darat disejumlah titik yang belum tuntias (masih bermasalah) atau yang dikenal

dengan istilah oufsfa nding boundary probtems (oBP), salah satunya diTanjung

Datu, dan persoalan batas wilayah laut dimana blok Ambalat berada' selain

ffiakit,misa|nya,sejum|ahe|em9nmasyarakat,termasuk
r-"ru"g. swioaia Masyaraiat iusnir), oi Jakarta dan juga di berbagai daerah melakukan

demonstrasi dan mengeiam keras tindakan yang dilakukan oleh Polisi Laut Diraja Malaysia

terhadap para petugas KKP dan atas dugaan pelanggarannya memasuki wilayah perairan

f ndonesia. 'Aksi Lawan Malaysia Tetap Marak", Media lndonesia, 3 September 2010'
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itu, berbagai permasalahan yang terdapat di kawasan perbatasan juga perlu
mendapat perhatian serius, seperti kegiatian-kegiatan ilegal yang masih terus
terjadi, keberadaan pos pengamanan perbatasan (Pos Pamtas)dan pos lintas
batas (PLB) yang terbatas dan tidak memadai, serta kondisi sarana dan
prasarana (infrastruktur) yang juga sangat terbatas. Berbagai permasalahan
perbatasan Indonesia - Malaysia tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja
oleh Indonesia, dan oleh karena itu menarik untuk diteliti, bagaimana
sesungguhnya permasalahan perbatasan lndonesia - Malaysia di Kalimantan
dan upaya penanganannya?

Berdasarkan permasalahan di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan
adalah: permasalahan apa saja yang dihadapi lndonesia terkait isu perbatasan
Indonesia-Malaysia di Kalimantan, dan upaya penanganan seperti apa yang
perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mengatiasi permasalahan perbatasan
Indonesia-Malaysia di Kalimantan tersebut?

l. C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengungkap

permasalahan apa saja yang dihadapi Indonesia terkait isu perbatasan
lndonesia-Malaysia dan upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan oleh
lndonesia untuk mengatasi permasalahan perbatasan lndonesia-Malaysia di
Kalimantan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi
Anggota DPR Rl, terutama dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan
DPR Rl terhadap kebijakan pemerintiah yang berkaitian dengan penanganan
masalah perbatasan antarnegara, khususnya perbatasan lndonesia-Malaysia.

l. D. Kerangka Pemikiran
Perbatasan negara (sfafe's border) sebagai sebuah konsep muncul

bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dalam pengertian modern sudah
mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Perbatasan negara merupakan
sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan
kekuasaan antarnegara. Pada awalnya, batas-batas teritorial dari negara
merupakan refleksi dari batas-batas geografis sebuah etnis tertentu.
Perkembangan selanjutnya dari negara memperlihatkan bahwa kesamaan
citia-cita, yang tidak jarang bersifat lintas-etnis, lebih mengemuka sebagaidasar
dari eksistensi sebuah negara-bangsa. Perbatasan sebuah negara dalam
konteks semacam itu menunjukkan kompleksitas tersendiri yang
memperlihatkan bahwa batas negara tidak hanya membelah etnisitas yang
berbeda. la bahkan membelah etnis yang sama, karena dialaminya sejarah
kebangsaan yang berbeda oleh warga etnis yang sama.7 Hal ini terlihat juga
di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan di mana suku-suku dayak
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yangtingga|dikawasanperbatasanmasihmemilikihubungankekerabatan
meskipun terpisah secara kewarganegaraan'

sebagai ronslp geogratL, misalah perbatasan telah selesai ketika

kedua negara y"ng t"'iiliki wilayah perbatasan yang sama menyepakati

batas-batas wilayah negaranya' Sebaliknya' ketika kedua negara masih belum

bersepakat atau maJih mempersoalkan atas beberapa batas wilayah

negaranya,masalahperbatasanpunbisamunculsewaktu-waktu'sApalagi'
ketikamasing.masingnegaramemi|ikiargumentiasihistorisdanpendekatan
sendiri-sendiridalam lrenlntukan batas-bataswilayah negaranya.e sementara

itu,masalahperuatasanpunakansemakinkompleksketikaberbagaimasalah
yangterdapatdikawasanperbatasansuatunegarabelumtertanganidengan
baik.io Hal ini yang juga terjadi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di

Kalimantan.
Sementara itu, terkait dengan penanganan masalah perbatasan

tndonesia-Malaysia di Kalimantan coba dipahami melalui kerangka berpikir

konstruktivis, sebagai salah satu pendekatan dalam studi hubungan

internasional, yangierpandangan' antara lain' bahwa aktivitas dalam

hubunganinternasionalmerupakanhasi|konstruksiyangdilakukanolehaktor-
aktor dalam hubungan internasional, baik itu aktor negara (state actor) maupun

aktornon-n"g","(non-sfafeactor).11|niartinya,dalamperspektif
konstruktivisme,seuuannegara(sebagaisfafeactor),melalui
pemerintahannya, dapat mengkonstruksi kebijakan yang diarahkan bagi

pemecahansuatumasalahantarnegara'terlebihhalitumenyangkutisu
strategis.Sebagaisebuahisustrategis,masa|ahperbatasanantarnegara
sudahtentuharusmenjadiperhatiansetiapnegara,dannegarayang
bersangkutan(me|a|uipemerintahnya)dapatmengkonstruksikebijakanyang

7 Chris Brown, ,BorOerilil-.ilent1y in International Political rheory" dalam Mathias Albert'

David Jacobson, vo."t i"iio-ti6;ld;f,'r,'"", B.o(ers, orders: Rethinking tntemationalRelations

Tiliirv,i"w.rrity of Minne"ota Press: 2001 ' hal- 1'17-136'

I David Newman, "a;;;d.ii"", Borders, Barriers: changing Geographic Perspectives on

Territorial Lines", dalam t bid', hal' 137'1 52'
e yang dimaksuO o"ng"n 

"iju't*tasi 
historis dalam konteks ini adalah setiap negara menjadikan

wilayah_witayan v"ng p;dh Jikuasainnya pada masa seiarah mereka, yang antara lain tertuang

datam peta peninggar;;'ilglra ioroniir.rirereka, sebagai salah satu dasar penentuan batas

wilayah negara. n"mrn't"-f".J"V", hal ini belum tentu dapat diterima oleh negara lain yang

juga memitiki k"p"ntiig;-i"ni J.ri.r".,n"l ini dapat diartikan bahwa persoalan batas wilayah

nesara yang Oetum tun-tas tidai muncut begitu sia' tetapijugl d?TJ-lflltktn dengan aspek

historis yang menjaoi acuan masing-masing.bengan t ata lain, kolonialisme secara tidak langsung

iuoada.patmewariskanpersoa|anbagiperbatasanantarnegara,
io-oaviO' Newman, Op.Cit., hal' 137-152'
11 Meja Zehfusr, corriirit ^ 

m-in International Relations: The Politic of Reality' cambridge:

cambridge uniuersity Fi"rr, iooz, hal. 9. Lihat juga berbagai perspektif_utama dalam studi

. hubungan internasional, iJr-masux'ronstrurtivisrne,-dalam charles w. Keg.ley dan Eugene R'

wittkopf, world potitics: irena ana Transformation, Belmont: wadsworth, 2003' hal. 50-51'
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mendukung upaya pemecahan masalah perbatasan antarnegara tersebut.

Dalam konteks pencarian solusi yang lebih baik atas masalah perbatasan

antarnegara, setiap negara juga dapat mengkonstruksi kebijakan yang

komprehensif dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani

masalah perbatasan antarnegara.
Upaya penanganan masalah perbatasan lndonesia-Malaysia di

Kalimantan, terutama yang perlu dilakukan oleh Indonesia, kiranya dapat

dipahami sebagai bagian dari kerangka berpikir konstruktivis. Dalam kerangka

berpikir konstruktivis tersebut, lndonesia perlu mengkonstruksi kebijakannya
yang berkaitan dengan penanganan masalah perbatasan Indonesia-Malaysia

di Kalimantan secara komprehensif dan terintegrasi, dan juga melalui langkah-

langkah taktis dan strategis, baik itu dalam kerangka proses perundingan
perbatasan dengan pihak Malaysia maupun dalam kerangka mencari solusi

atas berbagai permasalahan yang terdapat di kawasan perbatasan Indonesia-
Malaysia di Kalimantan.

ll. Metodologi Penelitian

ll. A. Jenis Penelitian
Penelitian inimerupakan penelitian kualitatif, dimana data dan informasi

yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui studi

kepustakaan dan wawancara dianalisis secara kualitatif, untuk kemudian
diinterpretasikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam data dan
informasitersebut. Melaluipenelitian deskriptif ini diharapkan akan diperoleh
penjelasan dan jawaban yang memadai yang dapat menerangkan secara
kualitatif permasalahan penelitian yang berkaitan dengan perbatasan
lndonesia-Malaysia di Kalimantan.

ll. B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan

wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan memiliki
informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi
kepustakaan dilakukan di Jakarta melalui penelusuran informasi dan
pengumpulan data tertulis yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, serta
laporan-laporan penelitian sebelumnya, dan juga melalui berita/artikel surat
kabar dan media online (internet). Kegiatan wawancara selain dilakukan di
Jakarta, juga dilakukan di daerah yang memiliki persoalan perbatasan dengan
Malaysia. Pengumpulan data dan informasijuga dilakukan melalui kegiatan
Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak-pihak yang dianggap
berkompeten dan memahami permasalahan penelitian.

Perbatasan lndonesia Malaysia...... 443



Terkaitdenganpengumpu|andatame|a|uiwawancara,narasumber
yangdiwawancarai'antaralain'pihak-pihakdariKementerianLuarNegeri,
BadanNasionalPenge|o|aPerbatasan(BNPP),TN|AngkatanDarat,TN|
Angkatan Laut, KepolLian Daerah, Akademisi, Pemda Provinsi (yang diwakili

olehBadanPenge|o|aPerbatasanProvinsi)sertaperwakilanmasyarakat
daerah perbatiasan.

ll. C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasipene|itiandidaerahadalahProvinsiKa]imantanBaratdan
Provinsi Kalimantan Timur. Dipilihnya Kalimantran Barat dan Kalimantran Timur'

dikarenakan kedua provinsi ini berbatiasan secara langsung dengan Malaysia

(SarawakdanSabah)danberbagaipersoa|anperbatasanpunterdapatdi
dua daerah ini, antara lain, masih terdapatnya sejumlah titik perbatrasan darat

yangbelumtuntasataumasihbermasalah(OBP)'sengketrablokAmbalat'
dan keterbatasan infrastruktur kawasan perbatasan. Penelitian didua daerah

tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2012'

lll. Hasil Penelitian dan Pembahasan

lll. A. Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan: Gambaran umum

perbatiasan darat antara Indonesia dan Malaysia memiliki panjang 2.004.

kmmembentangdariTanjungDatudisebe|ahbarathinggakepantaitimur
pulau sebatik di sebelah Timur. Garis batas ini melihtasi 8 kabupaten di dua

provinsi, yaitu KabupaJen Sanggau, Sambas' Sintang' Kapuas Hulu' dan
'Bengt<ayang 

(Provinsi (alimantan Barat) dan Kabupaten Malinau, Kutiai Barat,

dan Nunukan (Kalimantan Timur).lz Garis perbatasan darat di Provinsi

Kalimantan Barat sepanjang 966 km memisahkan wilayah lndonesia dengan

negarabagiansarawak,Ma|aysia'Sedangkangarisperbatasandaratdi
Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 1.038 km memisahkan wilayah Indonesia

dengan negara bagian sabah dan sebagian sarawak; Malaysia. Delimitasi

batas darat d'engan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik mengacu

kepada perjanjian batas antara Pemerintrah Inggris dan Pemerintah Hindia

Belanda (Traktat 1891, Konvensi 1915 dan 1928) serta MoU batas darat

Indonesia dan Malaysia tahun 1973-2006.13 Sedangkan penegasan batas

(demarkasi) secara bersama di antara kedua negara telah dimulai sejak tahun

r, BNPP, €ab ll: Kondisi Umum Perbatasan Negara,' Op'A[hal 1-2'
13 Wawancara dengan Hairullah R.s. sH., sekretaris Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

dan Kerja sama Pr-ovinsi Kalimantan Barat, di Pontianak' 23 Oktober 2012, dan juga wawancara

Oengan'tr. Frederik AiJ' MSi., Kepala Badan PengelolaanKlwa^sT. Perbatasan' Pedalaman

danbaerah Tertinggal Provinsi Kilimantan Timur, di Samarinda' 9 Oktober 2012'
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1973, di mana hingga tahun 2009 telah dihasilkan tugu (patok) batas sebanyak
19.328 buah, lengkap dengan koordinatnya.la Patok-patok tersebut terdiri dari
beberapa tipe antara lain: Patok Tipe A (yang dipasang di tiap 300 km), Patok
Tipe B (yang dipasang di tiap 50 km), Patok Tipe C (yang dipasang di tiap 5
km), Patok Tipe D (yang dipasang di tiap 100 sampai dengan 200 m).

Delimitasi batas darat lndonesia-Malaysia yang sebagian besar berupa
watersheed (punggung gunung/bukit, atau garis pemisah air) inisudah selesai,
tetapi secara demarkasi masih tersisa sejumlah titik bermasalah (OBP).
Penuntasan permasalahan perbatasan darat Indonesia-Malaysia selama ini

ditangani melalui tiga lembaga yaitu: (1) General Border Committee (GBC)
Rl-Malaysia dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan; (2) Joint
Commission Meeting (JCM) Rl-Malaysia, dikoordinasikan oleh Kementerian
Luar Negeri; dan (3) Sub Komisi Teknis Survey dan Demarkasi,
dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun untuk penanganan
masalah OBP, telah dibentuk Kelompok Kerja Bersama(JointWorking Group)
antara kedua negara. Pada tahap awal telah disepakati untuk dibahas lima
permasalahan di sektor Timur (Kalimantan Timur-Sabah).15 Sementara itu,
kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan yang
meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung di darat dengan
wilayah Malaysia, secara administratif terdapatdi2 Provinsi(Kalimantan Barat
dan Kalimantan Timur), 8 Kabupaten, dan 31 Kecamatan.r6

lll. B. Berbagai Masalah Perbatasan Indonesia-Malaysia
Ada berbagai masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan

dan sekitarnya yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Indonesia.
Berbagai masalah tersebut diantaranya menyangkut persoalan demarkasi
perbatasan darat di sejumlah titik yang belum tuntas (OBP) dan persoalan
batas wilayah laut di mana blokAmbalat berada (di perairan Laut Sulawesi di
sebelah timur Pulau Kalimantan). Berbagai permasalahan di kawasan
perbatasan juga perlu mendapat perhatian serius, seperti berbagai kegiatan

ra 'Jumf ah Patok Perbatasan Indonesia di Kalimantan Capai 19.328' , Pikiran Rakyat, 19 Juli
2012.
rs Wawancara dengan Hairullah R.S. SH., Sekretaris Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan
dan Kerja Sama Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, 23 Oktober 2012, dan juga wawancara
dengan lr. Frederik Bid, MSi., Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, pedalaman
dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, 9 Oktober 2012.
16 Sesuai dengan Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan
perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas
wilayah lndonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan
perbatasan berada di kecamatan. Lihat "Cakupan WilayahAdministrasi Kawasan Perbatasan
Darat Rl-Malaysia di Pulau Kalimantan", dalam BNPfl 'Bab ll: Kondisi Umum Perbatasan Negara,"
op.cit. hal.20.
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ilegalyang masih terus terjadi, keberadaan pos pengamanan perbatasan (Pos

pJmtas) J"n po,lintas bitas (pLB)yang terbatas dan tidak memadai, serta

kondisi sarana dan prasarana (infrastruktur) yang juga sangat terbatas'17

lll. B.1. Masalah OBP dan Sengketa BlokAmbalat

Sebagaimanatelahdikemukakandiatas,delimitasibatasdarat
lndonesia-Malaysia yang sebagian besar berupa watershed (punggung

gunung/bukit, atau garis pJmisan air) inisudah selesai, tetapisecara demarkasi

masih tersisa sejumtah titik bermasalah yang belum disepakati (outstanding

boundaryprobtemstoBP)olehkeduapihak(|ndonesiadanMa|aysia).Untuk
wilayah perbatasan darat sektor barat, Indonesia (Kalimantan Barat) dan

Malaysia(Sarawak)adaSoBP,yakni:TanjungDatu,BatuAum,masa|ahdi
titik D 400, Gunung Raya' Gunung Jagoi/Sungai Boean' Sedangkan sektor

timur, lndonesia (Kalimantan Timur) dan Malaysia (sabah) juga ada 5 OBP'

yakni: pulau sebatik, sungai sinapad, sungai semantipal, masalah di titik

B.27oo-8.3100,dan'","l"hdititikc.50o-c'600.Ketidaksepakatandi
beberapasegmentersebutterjadidikarenakanmasing-masingpihakbertahan
denganreferensinyamasing.masing.UntukkasusTanjungDatu,misalnya,
Malaysia berpegang pada ieferensi berdasarkan pengukuran wafersheed

boundaries(Uatas-Uatasalam)danMoU1978'sedangkanlndonesia
berpegang pada referensitraktat 1891 dan traktat 1928 antara Belanda dengan

Inggri!. S-e'nagai akibat dari perbedaan referensi ini, Indonesia berpotensi

kehilangan daratan seluas 1.449 hektare di wilayah camar Bulan dan 800

meter garis pantai diTanjung Datu'l8

AdanyaperbedaanreferensiantaralndonesiadanMalaysiaterkait
oBPTanjungDatutersebutjugamenjadiperhatianKomisiIDPRR|.Komisil
DPRRI'dalamRapatKerjadenganPanglimaTNldanKepa|aBA|Spada14
oktober20ll,berpandanganbahwaterdapatperbedaangarisperbatasan
antara lndonesia dan Malaysia, khususnya diwilayah Tanjung Datu dan camar

BulanantarapetaBetanda(VanDoorn)tahunlg05denganpetahasi|MoU
oleh Border commifteelndonesia-Malaysia tahun 1978.1e oleh karena itu pula,

KomisiIDPRRlberpandanganbahwaperbedaanpetagarisbatastersebut

s-Ma|aysiatersebutdipero|eh,antaralain,me|a|ui

kegiatan diskusi dengan o,' s. s,'"''ono, MDM., Asisten Deputi Penge|olaan Lintas Batas
'r.j"i"i" 

aNip Oatam-rCo di Jakarta, 18 September 2012, danjuga diskusi dengan Dr' Martin

Bi||a,MM(KetuaeersekutuanDayakKa|imantan-Timur),Prof.Sutaji(Gulu.BesarUniversitas
Mulawarman), aan rotonet tnf. cnaerut Fasyah, MSi. (stafAhli Pangdam Vl/Mulawarman) dalam

FGD di Samarinda, 'll Oktober 2012'
1s "TidakAda Pergeseran Palok", Kompas, 15 Oktober 2011'

1s Komisi I DpR Rt, "r-aporan Sinifat Raker Komisi I DPR Rl dengan Panglima TNI dan Kepala

BAIS', L"pot , Singkat Komisi t DPR R/, 14 Oktober 2011'
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harus diperjuangkan oleh pihak lndonesia untuk dikembalikan ke peta Belanda
(Van Doorn) tahun 1905 dengan menjadikan wilayah Tanjung Datu dan Camar
Bulan sebagai bagian dari masalah demarkasi perbatasan darat yang belum
tuntas (OBP) antara lndonesia-Malaysia yang ke-10, sehingga dapat menjadi
landasan TNI untuk menetapkan sfafus guo atas wilayah tersebut.2o
Permasalahan di OBP Tanjung Datu sampai saat ini masih dalam proses
perundingan antara Indonesia dan Malaysia.

Sengketa antara lndonesia dan Malaysia atas blok Ambalat juga
menjadi masalah serius yang harus dicarikan solusinya secara damai. Ambalat
merupakan batas laut seluas 6.700 km2 yang banyak mengandung sumber
daya migas yang terletak di perbatasan antara Sabah (Malaysia) dan
Kalimantan Timur (lndonesia). Malaysia dan Indonesia memiliki perbedaan
persepsi mengenai batas teritorialnya atas blok Ambalat. Malaysia dengan
Peta 1979 memasukkan blok Ambalat sebagai wilayahnya secara sepihak
dengan koordinat NDO dan ND7.2r Sedangkan menurut Indonesia, Ambalat
masuk wilayah lndonesia berdasarkan batasan yang diberikan dalam Bab 4
Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 mengenai negara kepulauan, yang
mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan yang berhak menarik garis
batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sejauh 200 mil dari pulau terluar.

Merebaknya sengketa antiarkedua negara beberapa waktu lalu (seperti
terjadi pada 2008 dan 2009), karena Malaysia telah melanggar sfafus guo
saat memberi konsesi blok Ambalat kepada Petronas untuk dikerjasamakan
dengan Shell. Tindakan Malaysia didasarkan pada putusan Mahkamah
Internasional yang memberi kedaulatan Pulau sipadan dan Ligitan kepada
Malaysia. Malaysia pada saat memberi konsesi telah menerjemahkan secara
sepihak bahwa putusan Mahkamah Internasional memberi hak kepada
Malaysia untuk melebarkan wilayah perairannya.z Tindakan Malaysia tersebut
jelas bisa dianggap melanggar sfafus guo, terlebih dengan mengirim kapal
patrolinya ke wilayah perairan di sekitar blok Ambalat. Bagi Indonesia, tidak
ada jalan lain untuk merespons pelanggaran sfafus quoyang dilakukan oleh

m Delimitasi batas darat Rl-Malaysia yang sebagian besar berupa watershed (punggung gunung/
bukit, atau garis pemisah air) ini sebenarnya sudah selesai, tetapi secara demaikasi, menurut
pihak BNPR masih tersisa 9 titik bermasalah (oBp). lni artinya, dengan munculnya kasus
Tanjung Datu dan Camar Bulan, yang menurut Komisi I DPR Rl masih bermasalah, maka wilayah
Tanjung Datu dan Camar Bulan lersebut menjadi OBP antara Indonesia - Malaysia yang ke-10.
21 Peta 1979 buatan Malaysia ini mendapat protes dari negara yang berbatasan dengan Malaysia
(seperti singapura, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam), karena tidak
berpedoman pada hukum internasional dan perjanjian antarnegara mengenai perbatasan teritorial
sehingga legalitasnya dipertanyakan. Amir Sodikin, "Ambalat lJjian Diplomasi dan Harga Dii
Negara Kepulauan", Kompas,12 Maret 2005.
2 Wawancara dengan Linggawaty Hakim, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri Rl, di Jakarta, 24 September2012.
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Ma|aysiadengankehadiranfisikberupapengerahankapal-kapalperangdan
p",,*"tpengintaiTN|.23Padatahun200g,keteganganantaralndonesiadan
Malaysia pernah terjadidiperairan sekitar blokAmbalat, bahkan kedua negara

sempatme|ibatkankekuatanpertahananmasing-masing.24PengerahanTNI
tidak seharusnya dijadikan opsi untuk menyelesaikan sengketa blokAmbalat'

Ka|ausaja|ndonesiaataupunMalaysiamenggunakankekerasandalam
menye|esaikansengketamereka,siapayangterlebihdahulumelakukan
f"ny"r"ng.n akan dianggap sebagai agresor' Konsekuensinya' agresor akan

oit<utut< (iondemnedl oLn ounia internasional dan wilayah yang direbut tidak

akan diakui.

lll.B.2. Marak Berbagai Kegiatan llegal

Kawasan peroatasan Indonesia-Malaysia masih diwarnai oleh maraknya

kegiatanilegal,sepertiperdaganganilegal'penyelundupankayu'pembalakan
tiar,rrci|egal,danperdaganganmanusia'Salahsatukegiatanilega|yang
menonjoldiProvinsiKalimantanBaratdanKalimantanTimurada|ah
p",o"gangunilega|.Perdaganganilegalmerupakanaktivitasperdagangan
yangdilakukantanpamengindahkanaturan.aturanforma|yangberlaku,
meliputi dua jenis: (1) perdagangan lintas batas ilegal skala kecil yang tidak

mengindahkanpengaturanlintasbatas(BorderCrossingAgreement-BCA)
dan 

-perjanjian 
perdagangan lintas batas (Border Trade Agreement - BTA)'

serta (2) perOagangan ilegal skala besar yang tidak mengindahkan aturan

perdaganganekspor-impor.Perdaganganlintasbatasi|egalskalakecilmuncuI
karena adanya aktivitas perdagangan lintas batas yang melebihi limit transaksi

sebesar RM 600/orang/bulan namun tidak membayar pajak ekspor atau biaya

impor.25 Data tentang n"."t nilai transaksi perdagangan lintas batas tersebut

sulit diperoleh, namun indikasi ilegalitas dari perdagangan lintas batas yang

ter.iadi dapat dilihat dari beragamnya jenis barang belan.iaan dari para pelintas

batas(sepertimakanandanminumanka|eng,barang-barangkeper|uanrumah
tangga, barang elektronik, hingga pupuk)'

Perdagangan|intasbatasilegaldikawasanperbatasan|ndonesia.
Ma|aysiadipengaruhiolehbeberapafaktor,antaralainketerbatasan
kesempatankerjadankemiskinan,kedekatangeografisdankemudahan
saranaprasaranayangberdampakpadatingginyaperbedaanhargabarang

tGustiKompiangAribawa,KomandanPangka|anTN|

At aatikpapan, datam wawancara di Balikpapan' 12 Oktober 2012'
lo;uagitagi Masalah Ambalat", Kompas, 30 Mei' 2009'
25 Wawancara dengan tr. oentartowibowo, MPA., Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea cukai

(DJBC) Katimantan eagl; iimur, di Batikpapan, ti Oktober 2012, dan dengan Arya bagian

i"t rr"""n Kantor DJB6 Kalimantan Bagian Barat, di Pontianak, 24 Oktober 2012.
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antara produk Malaysia dengan Indonesia, serta pengaruh dari adanya
hubungan kekerabatan.26 Banyaknya jalan setapak/jalan tikus yang
menghubungkan dua wilayah perbatasan di dua negara memfasilitasi
terjadinya arus barang dan orang dengan bebas tanpa melalui prosedur bea
cukai dan imigrasi. Selain perdagangan lintas batas ilegal skala kecil, di
kawasan perbatasan darat lndonesia-Malaysia juga banyak terjadi
perdagangan ilegal skala besar yang tidak mengikuti aturan kepabeanan dan
ekspor-impor, baik yang keluar dari atau masuk ke wilayah Indonesia. Hasil
hutan (kayu) merupakan komoditas perdagangan ilegal dengan volume
terbesar di kawasan perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat ke
Malaysia.2T Perdagangan ilegal kayu yang melewati kawasan perbatasan
Kalimantan Timur diperkirakan sebesar 200.000 m3, sedangkan yang melewati
kawasan perbatasan darat di Kalimantan Barat (Entikong dan Badau)
diperkirakan sebesar 720.000 m3. Angka ini belum termasuk penyelundupan
kayu melaluisungai ke wilayah Malaysia yang diperkirakan mencapai 500.000
m3.28

Kegiatan penyelundupan kayu berkaitan erat dengan penebangan
liar. Sebagian besar kayu yang diselundupkan menuju Malaysia adalah hasil
tebangan liar, baik yang dilakukan skala besar maupun skala kecil yang
melibatkan masyarakat. Kayu-kayu selundupan hasil penebangan liar
diperoleh dari kawasan eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan lahan Hak
Pemanfaatan Hasil Hutan (HPHH) skala 100 hektare yang telah habis masa
berlakunya. Tidak hanya dari areal yang diperuntukkan bagi kegiatan
penebangan, kayu selundupan juga banyak berasal dari kawasan konservasi
yang seharusnya steril dari kegiatan penebangan, misalnya dari Taman
Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur, serta Taman Nasional Gunung
Palung dan Betung Kerihun di Kalimantan Barat. Penyelundupan dan
perdagangan ilegal melintasi perbatasan negara yang berjalan beriringan
dengan penebangan liar tersebut terjadi karena peran dari banyak pihak serta
melibatkan jaringan dari dalam dan luar negeri. Selain masyarakat, baik
penduduk setempat maupun pendatang, juga terlibat pemilik modal (dalam
dan luar negeri), pihak birokrasi dan aparat keamanan.2e

ft Wawancara dengan Rusli Mandang, salah satu tokoh masyarakat perbatasan di Kalimantan
Timur, di Samarinda, 10 Oktober 2012.
27 Wawancara dengan lr. Oentarto Wibowo, MPA., Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai
(DJBC) Kalimantan Bagian Timur, di Balikpapan, 12 Oktober 2012, dan dengan Arya bagian
kehumasan Kantor DJBC Kalimantan Bagian Barat, di Pontianak, 24 Oktober 2012.
?8 Data diperoleh dari Prof. Sutaji (Guru Besar Universitas Mulawarman), dalam FGD di
Samarinda, 11 Oktober2012.
* Wawancara dengan Prof. Djafar Haruna, Guru Besar Universitas 17 Agustus Samarinda, di
Samarinda, 11 Oktober 2012.
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Tingginyaintensitasmobi|itaspendudukmengangkutkayui|egal
terjadikarenabanyaknyaja|ansetapak/ja|antikusyangmenghubungkan
wi|ayahkeduanegarayangtersebardipuluhandesadisepanjangperbatasan
Indonesia-Ma|aysia.H"'pi'semuakabupatendiProvinsiKalimantanBarat
ditemukanjalurperdagangankayui|egal.Penyelundupanlewatjalurdarat
didominasiotenpenga-ngrutankayudarisajingan(Sambas)menujuBiawak
dan Aruk (Sarawak), OJri .tagoibabang (Bengkayang) menuju Serikin' dan

dari Badau (Kapuas Huluf menuju Lubuk Antu. Selain itu ada juga

penye|undupankayume|ewatipintuperbatasanresmi,yaitudariEntikongke
reneou.Dampakdariperdagangandanpenebangankayuilega|tersebuttidak
hanya dirasakan oteh negara darisisifinansial karena hilangnya pemasukan

y"ni Ui." diperoleh dari kegiatan eksploitasidan perdagangan kayu' namun

jugJoir".aran oleh ,"ry"r.krt luas berupa bencana alam seperti banjir akibat

ieiusafan hutan dengan laju yang tinggi'3o

Permasalahan lain yang cukup krusial di kawasan perbatasan

Indonesia.Ma|aysiaada|ahmobi|itasTKli|ega|'Kawasanperbatasan
merupakan pintu keluar/masuk serta daerah transit TKI dari daerah lain untuk

menyeberangkenegaratetanggasecarailega|(tanpadi|engkapidokumen
resmi) ataupun sebagai daerah pengembalian (deportasi) TKI ilegaldari negara

tetangga.3l Keadaan ini terutama disebabkan letak geografis yang berdekatan

oenganMalaysiayangmenjaditujuanTKl.Selainitu,adanyakemudahan.
kemudahanyangdiberikankepadapendudukyangmenetapdiwi|ayah
perbatasandalamhalizinuntukberkunjungkenegaratetanggadengan
menggunakan Pas Lintas Batas juga sering dimanfaatkan secara ilegal untuk

tujuanbekerja.32TK|i|ega|sangatrentanterhadappraktekperdagangan
manusia, kaiena dengan tidak dilengkapi dokumen-dokumen resmi dapat

denganmudahmenjadiobjekeksp|oitasi,mu|aidariprosespemberangkatan
sampai dengan tempat tujuan mereka bekerja'33

ffiaruna,GuruBesarUniversitas17AgustusSamarinda,di
Samarinda, 11 Oktober 2012.
; W"*rn"ir" dengan forU". pol Rudi Hartono, Direktur Reskrimum Polda Kalimantan Barat'

di Pontianak, 22 Oktober 2012.
32 Ini artinya, teriacli kemudahan mobilitas bagi penduduk di wilayah perbatasan. Mengenai

robilit". p"nororr, di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, lihat, misalnya, Mita Noveria'
:,H,rouirit.r'penduduk seuaiir-rawau", dalam LlPl, Dinamika Mobilitas Penduduk di Wlayah

Perb ata san, Jakarta : Ll Pl Press, 2007, hal' 45'7 6'
*Lihat Simeta Victor Muhamad dan Adirini Pujayanti, 'Migrasi TKI ke Malaysia', hasil penelitian,

dafam po1ak Partogi N;indohn (Editor), TKI-dAn Hubungan tndonesia-Malaysia, Jakarta: P3Dl

Suti"n Opn Rt, 20b5, n"'i]f-Zg. Lihat-juga, Simela Victor Muhamad, "Perdagangan Orang

nnilin"g"ru, Upaya Pencegahan dan Penanganannya di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara"'

hasil pe-nelitian, dalam e-ottat eartogi Nainggolan (Editor), Masalah Penyelundupan dan

p"iig"ng"n Orang, Jakarta: P3Dl Setjen DPR Rl, 2009, hal' 103'1 55'
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lll.B.3. Pos Pamtas dan PLB Tidak Memadai
Untuk memantapkan pengamanan di kawasan perbatasan lndonesia-

Malaysia telah dibangun sarana dan prasarana pengamanan perbatasan yang

secara keseluruhan berjumlah 18 pos di Kalimantan Barat dan 29 pos di
Kalimantan T'imur. Jumlah initentunya sangattidak memadai untuk mengawasi
dan mengamankan perbatasan kedua negara sepanjang 2.004 km, dimana
setiap pos rata-ratia harus mengawasi garis perbatasan sepanjang + 45 km.
Aksesibilitas menuju pos pengamanan perbatasan (Pamtas) sebagian besar
dalam kondisi yang sulit dijangkau, hampir seluruhnya merupakan daerah
yang masih tertutup oleh hutan lebat dengan bentuk medan berupa
pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan yang cukup terjal. Pos-pos
Pamtas yang sudah tergelar saat ini beberapa diantaranya berada jauh dari
garis perbatasan; kondisi ini disebabkan karena tidak ada pilihan lain dari
posisi ideal yang seharusnya dekat dengan perbatasan dikarenakan tidak
ada jalan pendekat untuk menuju ke perbatasan melaluijalan darat maupun
jalan sungai. Selain itu, sebagian pos pamtas belum dilengkapidengan sarana
dan prasarana penunjang yang memadai, seperti alat penerangan/genset,
alat komunikasi, dan alat transportasi.3a

Jaring jalan sebagai alat transportasi dari Kota Kabupaten ke Kota
Kecamatan sampai ke desa-desa pada umumnya menggunakan jalan darat
dan alur sungai. Panjang jaring jalan dan alur sungai tersebut belum bisa
menjangkau daerah-daerah yang mempunyai nilai strategis untuk penempatan
Pos Pamtas, sehingga ketika akan menempatkan suatu pos pada titik tertentu
yang dinilaicukup menguntungkan untuk melaksanakan tugas pokok, selalu
terkendala dengan jalan pendekat. Sebaliknya di wilayah Negara Bagian
Sabah, misalnya, jaring jalan yang ada cukup strategis yaitu berupa jalan
besar yang letaknya hampir sejajar mengikuti garis perbatasan yang
membentang mulai dari Tawau - Sepulut - Kalabakang - Pensiangan yang
berakhir di Pos Saliliran (tempat Tentara Diraja Malaysia/TDM berada) yang
berhadapan langsung dengan Pos Lumbis (TNl). Dengan terdapatnya jaring
jalan diwilayah Sabah yang cukup memadai, mobilitas dan hubungan antar-
Pos TDM akan semakin mudah. Pos Pamtas TDM di wilayah Sabah yang
berhadapan langsung dengan wilayah Kalimantan Timur digelar di 8 titik yang
relatif dekatdengan perbatasan. Sementaradiwilayah KalimantanTimur, jaring
jalannya tidak terlalu panjang dan lebih banyak menggunakan alur sungai,
sehingga menyulitkan dalam mobilitas.35

n Wawancara dengan Kolonel Inf. M.P. Hutagalung, Staf Ahli Pangdam Vl/Mulawarman, di
Baf ikpapan, 1 2 Oktober 2A1 2.
35 Wawancara dengan Kolonel lnf. Agus Permana, Staf Ahli Pangdam Vl/Mulawarman, di
Baf ikpapan, 1 2 Oktober 201 2.
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Se|ain itu, untuk memfasi|itasi aktivitas |intas batas, Pemerintah

lndonesia dan Malaysia telah menyepakati penetiapan 27 titik Pos Lintas Batas/

PLB(exit.entrypaint)melaluiBorderCrossrngAgreement(BcA)lndonesia.
Malaysia tanglal 12 Januari 2006. Ditinjau dari klasifikasinya, terdapat 2 PLB

internasional dan 25 PLB tradisional. sedangkan ditinjau dari tipologinya'

terdapat 4 PLB laut dan 23 PLB darat. PLB Entikong seiak 25 Februari 1991

telah diresmikan sebagai Pos Lintas Batas lnternasional atau istilah dalam

keimigrasian disebutdengan Tempat Pemeriksaan lmigrasi (TPl)' sesuai hasil

keseiakatan SOSEK MALINDO, beberapa PLB tradisional akan ditingkatkan

statusnya menjadi PLB internasional, antara lain PLB Nanga Badau di Kapuas

Hulu dan PLB Aruk di sambas.s untuk PLB internasional biasa digunakan

istilah Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Keberadaan PPLB beserta

fasifitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan (cusfoms, immigration'

quarantine, and securitylClOs) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar

masukorangdanbarangdikawasanperbatasansangatpenting'Sebagai
pintugerbangnegara,saranadanprasaranainidiharapkandapatmengatur
|uUu,igan sosial ekonomi antara masyarakat Indonesia dan masyarakat

wilayah negara tetangga (Malaysia)'

Meskipun teun oitetapkan PLB tradisionaldan internasional di beberapa

lokasi tersebut, namun kegiatan illegal masih sulit untuk dikendalikan' Hal ini

disebabkan pintu lintas batas tidak resmi iauh lebih banyak daripada PLB

resmi. sebagai contoh, di Kalimantan Barat tercatat ada sekitar 52 jalur jalan

setapakyangmenghubungkan55desadiKa|imantanBaratdengan32
kampungdisarawak,danhanyal2desayangditetapkansebagaiPLB(Iegal
exif,entry polnf).37 Permasalahan lainnya adalah penempatan petugas aparat

keamanan (TNl) yang jauh dari garis perbatasan (4 km) serta banyaknya

pemohon Pas Lintas Batas dari kecamatan di luar kecamatan perbatasan

yang disebabkan oleh pemekaran wilayah. Kendala yang lain adalah dalam

hal penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti alat transportasi,

a|at komunikasi, listrik, air dan pera|atan kantor yang tidak memadai,s

s wawancara dengan Hairullah R.S. Sl-1., sekretaris Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Oan fet:ai.ma Privinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, 23 Oktober 2012' ,.
i W"*"n""r" Aengan Kombes Pol Rudi Hartono, Direktur Reskrimum Polda Kalimantan Barat,

di Pontianak, 22 Oktober 2012.
J" W"*"n""ia dengan Kolonel Inf. M.P. Hutagalung, Staf Ahli Pangdam Vl/Mulawarman, di

Balikpapan, 1 2 OKtobet 2012.
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lll.B.4. Kondisi Infrastruktur Terbatas
Pada saat ini, untuk mencapaidaerah perbatasan memerlukan waktu

yang cukup lama, bahkan ada yang harus ditempuh hingga dua-tiga hari. Hal

ini jelas makin membuat daerah perbatasan menjadi sangat tertinggal
pembangunannya disebabkan keterbatasan kondisi infrastruktur, terutama
keberadaan jalan dan jembatan yang tidak memadai dari dan ke daerah
perbatasan. Padahal, pembangunan infrastruktur di kawasan ini sangatlah
penting, tidak saja bagi pertahanan dan keamanan negara, melainkan juga

kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Hingga saat ini, jalan-jalan
yang sudah dibuat oleh dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalimantan (baik di
Kalimantan Barat maupun di Kalimantan Timur) masih ada yang belum bisa

menghubungkan satu desa ke desa lain, atau kondisijalannya masih belum
memadai. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada lambatnya penyediaan
infrastruktur listrik, telekomunikasi, air bersih, perumahan dan permukiman,

serta sarana dasar sosial-ekonomi masyarakat lainnya, seperti pusat
kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar.3e

Minimnya aksesibilitas masyarakat perbatasan menuju pusat-pusat
pertumbuhan di wilayah Kalimantan serta terbatasnya sarana dasar sosial-
ekonomi di daerah perbatasan tidak saja menjadikan kualitas SDM dan
kesehatan masyarakat perbatasan tertinggal, karena masih terbatasnya
sarana pendidikan dan kesehatan, tetiapi juga memunculkan kecenderungan
masyarakat perbatasan untuk lebih berinteraksi dengan masyarakat negara
tetangga di Sarawak dan Sabah. lniartinya, keterbatasan kondisi infrastruktur
yang berkaitan dengan daerah perbatasan di Kalimantan juga telah membawa
implikasi negatif bagi lndonesia, baik secara sosial maupun ekonomi, karena
masyarakat perbatasan diKalimantan lebih bergantung pada negara tetangga
(Malaysia) yang lebih mudah dijangkau dan menyediakan berbagai kebutuhan
sosial-ekonomi mereka.

lll.C. Penanganan Masalah Perbatasan
Berbagai masalah perbatasan lndonesia-Malaysia di atas sudah tentu

tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh Indonesia, apalagi masalah perbatasan

sepanjang sepuluh tahun terakhir menjadi isu sensitif baik secara politik,
keamanan dan hubungan internasional. Tidak mustahil jika berbagai
permasalahan itu dibiarkan, dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dan tentunya juga hubungan bilateral Indonesia-

3e Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kondisi dan Permasalahan Pehatasan di Kalimantan
4arat, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerla Sama Provinsi Kalimantan Barat,
Pontianak,2012.
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Malaysia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penanganan masalah

perbatasan secara lebih sungguh-sungguh guna menjaga dan

mempertahankan keutuhan wilayah negara dan memajukan kawasan

perbatasan itu sendiri.

lll.C.l. Penanganan Masalah OBP dan Sengketa Blok Ambalat

Setidaknyamasa|ahoBPIndonesia-Ma|aysiadibeberapatitik
perbatasan darat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur serta sengketia

blokAmbalat perlu mendapat prioritas dalam perundingan lndonesia-Malaysia

terkait dengan penetapan batas wilayah darat dan laut di Kalimantan dan

sekitarnyayanghinggakinimasihbe|umterselesaikan.Dalamkonteks
penanganan masalah oBP di Kalimantan yang dilakukan melalui forum

ketompof Kerja Bersa ma Joint Demarcation and Survey of the lnternational

eouniary Between the Repubtic of lndonesia and Malaysia, tim perunding

Indonesia perlu lebih memperkuat lagi argumen yang dibangun dan referensi

yang digunakan agar berbagai lokasi batasyang belum terselesaikan itu tetap

menjaoibagiandariwi|ayahkedau|atianNKRl.Usahainimemangtidakmudah
mengingaipihak Malaysia juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi

berdasarkan perspektif konstruktivis, dalam berdiplomasi perbatasan ini, pihak

Indonesia kiranya dapat mengkonstruksi jalannya perundingan yang mengarah

padapencapaiankepentingannasiona|,yaknitetapterjaganyakeutuhan
wilayah negara'

UntukoBPTanjungDatu,misa|nya,pihakIndonesiaper|u
mengkonstruksija|annyaperundingandenganMa|aysiabahwaMoUl9TS
yangberisipenentuankoordinat-koordinatperbatasan(yangsesungguhnya
iiOat< tepatl, dan menjadi acuan Malaysia itu, bukan sebagai koordinat

perbatasanyangfina|karenaharusmendapatpersetujuanpar|emen(DPR).
penentuan koordinat harus dilakukan antarnegara yang berbatasan dan

dituangkan dalam suatu perjanjian perbatasan. Di Indonesia, perjanjian

perbatasan harus mendapat pengesahan dari DPR' Dalam surat Presiden

Nomor 2826 ke DPR pada 1960 disebutkan, bahwa perjanjian yang

menyangkuttapalbatasnegaraakandimintakanpengesahandariDPR.
Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

TentangPerjanjianlnternasionalpadaPasall0huruf(b).Hinggasaatini,
MoU 1978 yang berisi koordinat-koordinat terperincitidak pernah dimintakan

pengesahan ke DPR. Bila Pemerintah Indonesia tidak akan mundur sejengkal

pun dari (klaim) kedaulatan (dan hak berdaulat), sepatutnya pemerintah tidak

menganggap MoU 1978 sebagai koordinat perbatasan yang final. Pemerintah

harus meminta kepada Malaysia agar MoU ditindaklanjuti dengan perjanjian

perbatasan. Perjanjian tersebut harus mendapat pengesahan dari lembaga
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negara yang kompeten (parlemen), dan DPR Rl dapat saja menolak MoU
tersebut karena dipandang merugikan kepentingan nasional. Di sinilah
Indonesia dapat mengkoreksi kembali lokasi batas wilayah perbatasannya

dengan Malaysia sesuai dengan kepentingan nasional. Konstruksi diplomasi
perbatasan seperti inilah yang harus dibangun oleh lndonesia ketika
melakukan perundingan dengan Malaysia.

Begitu juga dalam menghadapi sengketa blok Ambalat. Ada sejumlah
alternatif bagi solusi sengketa Indonesia-Malaysia atas blok Ambalat
berdasarkan pengalaman beberapa negara.ao A/ternatif pertama, negara yang
bersengketa tidak menyepakati solusi dan membiarkan permasalahan ini tidak
terselesaikan (mengambang) dengan catatan negara yang bersengketa
menyepakati suatu sfafus quo. Alternatif ini ditempuh, misalnya, oleh negara-
negara yang mengklaim Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Bila alternatif
iniyang disepakatioleh lndonesia dan Malaysia, setiap negara yang melanggar
sfafus quo akan mendapat perlawanan dari negara lainnya untuk
mengembalikan sfafus quo. Alternatif kedua, negara yang bersengketa tidak
menyepakati batas, tetapi bersepakat untuk melakukan pengelolaan bersama

Qoint management). Alternatif ini pernah ditempuh oleh Indonesia yang
bersengketa dengan Australia di wilayah Palung Timor (Timor Gap) sewaktu
Timor Timur masih menjadi wilayah lndonesia. Atternatif kefigra, negara yang
bersengketa sepakat untuk membawa sengketa mereka ke forum
penyelesaian sengketa. Forum penyelesaian sengketa bisa dipilih, seperti
Mahkamah Internasional, lembaga yang dibentuk oleh para pihak, bahkan
forum yang disediakan oleh organisasi regional. Alternatif inilah yang juga
pernah ditempuh oleh Indonesia pada saat bersengketa dengan Malaysia
atas Pulau Sipadan dan Ligitan.

Siapapun yang akan ditunjuk oleh pemerintah menjadi anggota
perunding harus memerhatikan alternatif yang diuraikan di atas. Berbagai
alternatif dapat dijadikan strategi dalam bernegosiasi sehingga bisa didapat
hasilyang optimal. Dalam memilih alternatif yang terbaik, para perunding harus
memerhatikan beberapa hal mendasar, antara lain'. pertama, bagi Indonesia
sengketa Ambalat bukanlah sekadar sengketa untuk mendapatkan sumber
daya alam, seperti halnya Malaysia. Blok Ambalat merupakan wujud dari
wilayah kedaulatan lndonesia. Kehilangan blok Ambalat berarti kehilangan
sebagian wilayah kedaulatan. Bahkan blok Ambalat bisa menjadi taruhan
bagaimana lndonesia mempertahankan kedaulatannya di wilayah yang
dipersengketakan oleh negara lain; kedua, perlu diperkuat koordinasi

40 Hal ini pernah dikemukan oleh Hikmahanto Juwana pada 2005 dan masih relevan untuk
dipertimbangkan. Hikmahanto Juwana, "Penyelesaian DamaiAmbalat", Kompas,11 April 2005.
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antarinstansi. Lemahnya koordinasi antarinstansi berpotensi meniadi

;;;t;"t kegagatan Indonesia datam berunding dengan Mataysia. Bisa iadi

setiap instansi yang terlibat dalam penanganan masalah blok Ambalat ingin

mengedepankanperspektifnya;ketiga,timperundingharusmemi|iki
Xeterlmpiian (ski//s) bernegosiasidan keterampilan untuk meyakinkan lawan,

serta keterampilan untuk menelusuriberbagaiinstrumen hukum internasional'

kasus-kasusyangpernahdiputusterkaitdenganpenye|esaiansengketa
wilayah dan keterampilan untuk menelusuri berbagai bukti'

|||.c.2.PenangananKawasanPerbatasan:Per|uDitanganiSecara
Komprehensif

Di samping pentingnya penanganan masalah OBP di wilayah

perbatasan darat lndonesia-Malaysia di Kalimantan dan sengketa blok

Ambalat, berbagai masalah yang terdapat di kawasan perbatasan Indonesia-

MalaysiadiKalimantanjugaperluditanganisecarasungguh.sungguh'
Munculnyaberbagaimasalahkawasanperbatasansebagaimana
dikemukakan di atas sesungguhnya tidak berdiri sendiri, tetapi disebabkan

oleh berbagai faktor yang bisa saja saling berkaitian satu sama lain, dan oleh

karena itu penanganannya pun perlu dilakukan secara lebih terintegrasi dan

komprehensif.
Dalamkerangkaberpikirkonstruktivis,penangananmasa|ahkawasan

perbatasan lndonesia-Malaysia di Kalimantan sudah seharusnya juga

dikonstruksi secara lebih terintegrasi dan komprehensif melalui langkah-

langkah strategis. Langkah-langkah strategis tersebut dilakukan, antara lain,

oenganmengembangt<anpendekatankesejahteraan(prosperttyapproach),
y"nt di."r"sikan dengan pendekatan keamanan (security approach) dalam

p"'u"ngunankawasanperbatasan.Pendekatankesejahteraanpada
dasarnyamerupakanupayayangdi|akukanberdasarkanpengembangan
kegiatanekonomidanperdaganganuntukmeningkatkankesejahteraan
masyarakat di kawasan perbatasan. Penyerasian pendekatan kesejahteraan

dan keamanan dalam pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan

mengubaharahkebijakanpembangunanyangse|amainicenderung
berorientasi ke dalam (inward tooking) yang memandang kawasan perbatasan

sebagaiwilayah pertahanan, menjadi berorientasi ke luar (outward looking),

y"ng-did"t"mnya fungsi kawasan perbatasan di samping sebagai wilayah

pertahanan juga untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan

sebagai pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga'41

ffigetola sebuah perubahan: Memahami Arah Kebiiakan

pengembangan Wtayah Era'SBY (iOOg-2014),PT.lndo Multi Media, 2012, hal' 2'12-214'
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Kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di

Kalimantan sejauh ini didominasi oleh sektor pertanian tianaman pangan dan
perkebunan, terutiama sawit, karet, dan coklat.12 Potensiekonomi inilah yang
perlu terus dikembangkan oleh lndonesia sebagai bagian dari upaya
memajukan kawasan perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan. Dalam
kerangka itu pula, peran pemerintah lokal harus diperluas dalam kerja sama
dengan pemerintah lokal pada negara tetangga. Negara tetangga merupakan
mitra kerja dalam perekonomian yang sangat potensial. Jika wilayah
perbatasan diharapkan menjadi halaman depan dariwilayah Indonesia, maka
hubungan dengan negara tetangga ini perlu ditingkatkan. Peningkatan ekspor
ke negara tetangga secara geografis relatif mudah dilakukan, dan ini dapat
memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan.
Peningkatan pembangunan wilayah perbatasan akan meningkatkan daya
saing daerah, yang ditandai dengan peningkatan produktivitas industri dan
kualitas hidup masyarakat. Kenaikan daya saing daerah secara agregat akan
meningkatkan daya saing nasional. Hal ini pada gilirannya mengangkat
geopolitik nasional dalam pergaulan internasional.l3

Langkah strategis lainnya yang perlu dilakukan adalah
mengembangkan Pusat-pusat Kegiatan Strategis Nasioanal (PKSN) di
kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, sebagai entry point
penggerak pertumbuhan bagi wilayah sekitar perbatasan negara, yang
mencakup: penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) guna mendukung
kebutuhan perbatasan sebagai halaman depan negara untuk kegiatan
ekonomi dan investasi seperti ketersediaan sistem jaringan jalan, listrik, air,
telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, pasar, dan lain-lain. Khusus terkait
sistem jaringan jalan, proyek pembangunan jalan paralel perbatasan
Indonesia-Malaysia di Kalimantan perlu segera diselesaikan untuk membuka
dan mempercepat akses pelaksanaan pembangunan di kawasan
perbatiasan.44

Pembangunan sarana dan prasarana sosialyang berkualitas, seperti
sekolah dan pusat kesehatan juga mutlak diperlukan. Begitu juga sarana dan
prasarana pemerintahan diperbatasan yang memadai perlu dibangun untuk
menjamin efektifitas pelayanan administrasi pemerintahan, termasuk

42 Wawancara dengan Prof. Djafar Haruna, Guru Besar Universitas 17 Agustus Samarinda, di
Samarinda, 11 Oktober 2012.
€ fwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, PemDangunan Wlayah: Perspehif Ekonomi, Sosial dan
Lingku ngan, Jakarta: LP3ES, 20 1 2, hal. 355-356.{ Pembangunan jalan paralel perbatasan dapat menjadi salah satu solusi untuk membuka
keterisolasian kawasan perbatasan di lGlimantan. Wawancara dengan Hairullah R.S. SH.,
Sekretaris Badan Pengelolaan Kawasan Petatasan dan Kerja Sama Provinsi Kalimanlan Barat,
di Pontianak, 23 Oktober 2012.
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pembangunan unit fasilitas pendukung (support facilities unif) untuk

mendukung PLB dan fasilitas CIQS-nya.1s Untuk menjamin efektifitas

pe|ayanan administrasi pemerintahan di perbatasan, misalnya, upaya BNPP

untuk membenahi manajemem PLB kiranya perlu didukung. BNPP saat ini

sedang menatia ulang tipologi Pos Lintas Batras (PLB), yaknidengan mengubah

p"nggun""n istilah PLB (untuk yang bersifat tradisional) dan PPLB (untuk

yant oersifat internasional) dengan satu istilah yakni Pos Lintas Batas Negara

ipf-A1l. Sebagai pengganti kedua istilah tersebut, PLBN dibagi dalam dua

iipe, yakni: pLBN TipeAdan PLBN Tipe B. Perbedaannya, PLBN TipeAdapat

melayanipelintasbatasdenganmenggunakankeduanya,dokumen(buku)
Paspor atau dokumen (buku) Pas Lintas Batas (sering dikenal dengan "paspor

meiah,,;. pLBN Tipe B, hanya dapat melayani pelintas batas dengan

menggunakan dokumen (buku) Pas Lintas Batas saja'6

Peningkatan pengamanan dan penegakan hukum iuga meniadi

bagian dari langkah strategis yang harus dilakukan. Peningkatan pengamanan

dai penegakan hukum perlu dilakukan untuk menjamin iklim yang kondusif

bagi investasi di perbatrasan dalam posisi sebagai halaman depan negara'

Kelastian hukum, iaminan investasi, kemudahan birokrasi pengurusan

p.iirin"n (tak berbelit dan bebas pungutan liar), serta rasa aman berinvestasi

menjadi faktor penting. Di samping itu, berbagai kegiatan pencegahan dan

penindakan praktik ilegal yang terjadi di perbatasan menjadi bagian tak

ierpisahkan dari strategi ini. Keberadaan PLB yang ditunjang dengan

penyediaan sarana dan prasarana clQS (cusfomq immigration, quarantine,

and security)yang memadai, penting untuk dioptimalkan. Begitu juga dengan

keberadaan Pos Pamtas saat iniyang terbatas perlu dibenahi lagi, baik dari

segi sarana dan prasarananya (seperti akses jalan dan berbagai kebutuhan

PosPamtas)maupunpersoni|aparatkeamananyangbertugas,agar
penanganan berbagai kegiatan ilegal di kawasan perbatasan Indonesia-

Malaysia di Kalimantan dapat dilakukan dengan efektif. Selain itu, para petugas

juga dituntut profesionalismenya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan

serta menegakkan hukum yang berlaku dan tidak mudah tergoda untuk bekerja

sama dengan pelaku kegiatan ilegal.

Diptomasi perbatasan antara lndonesia dan Malaysia sudah tentu

juga peflu ditingkatkan sebagaibagian dariupaya untuk menangani berbagai

a5 ,,Membenahi pengelolaan Lintas Batas Negara", Media Perbatasan, edisi September 2012'

hal.42-45.
46 lbid.
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masalah yang terjadi di kawasan perbatiasan, terutama yang berkaitan dengan
kegiatan ilegal lintas batas. Untuk menangani berbagai kegiatan ilegal lintas
batas di Kalimantan, lndonesia tidak bisa berjalan sendiri tanpa bekerja sama
dengan pihak Malaysia. Sekuat apapun upaya yang dilakukan oleh Indonesia

untuk menangani kegiatan ilegal lintas batas di Kalimantan, namun jika tidak
ada komitmen dari negara tetangga (Malaysia) untuk juga turut menanganinya,
maka upaya lndonesia tersebuttidak akan membuahkan hasilyang maksimal.
Ini artinya, dalam kerangka berpikir konstruktivis, kedua pihak (lndonesia dan
Malaysia) perlu membangun komitmen bersama untuk menangani berbagai
kegiatan ilegallintas batas, dan juga memajukan kawasan perbatasan, secara
sungguh-sungguh. Berbagai forum kerja sama Indonesia-Malaysia yang sudah
ada selama ini, seperti dalam kerangka General Border Committee (GBC)
dan Joint Border Committee (JBC) harus dimanfaatkan oleh lndonesia untuk
meminta kesungguhan Malaysia menangani berbagai permasalahan
perbatasan kedua negara di Kalimantan.

Berbagai permasalahan yang muncul di kawasan perbatasan
Indonesia-Malaysia di Kalimantan jika tidak ditangani secara komprehensif,
termasuk melalui upaya diplomasi, maka tidak saja akan mengancam
kepentingan nasional (potensi hilangnya wilayah kedaulatan negara), tetapi
juga hubungan bilateral lndonesia-Malaysia. Disahkannya undang-undang
tentang pembentukan ProvinsiKalimantan Utara oleh DPR Rl pada 25 Oktober
2012,47 sebagai hasil dari pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Timur,
diharapkan juga menjadi bagian dari solusi komprehensif untuk mengatasi
berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perbatasan Indonesia-
Malaysia di Kalimantan.

lV. Kesimpulan dan Rekomendasi

lV. A. Kesimpulan

lndonesia perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah
perbatasan negara di Kalimantan yang berbatasan dengan wilayah negara
tetangga, Malaysia, dikarenakan sejumlah masalah perbatasan masih
mewarnai kawasan tersebut, baik itu yang berkaitan dengan persoalan

'TSebagaimana diketahui, melalui Rapat Paripurna DPR Rl pada 25 Oktober2Ol2 telah disetujui
lima RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru untuk disahkan menjadi undang-undang, yakni
RUU Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), RUU Pembentukan Kabupaten
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, RUU Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi
Lampung, RUU Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan dan RUU Pembentukan Kabupaten
Pegunugan Arfak di Papua Barat.
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demarkasi perbatasan darat di sejumlah titik yang belum tuntas (outstanding

boundary probtemsloBP) dan persoalan batas wilayah laut dimana blok

Ambalat berada maupun yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat

di kawasan perbatasan. Terkait dengan persoalan OBP dan sengketa blok

Ambalat, perlu dibangun konstruksi diplomasi perbatasan yang mengarah

pada tetap dipertahankannya wilayah kedaulatan negara. Untuk itu strategi

perundingan perbatasan dengan Malaysia yang berkaitian dengan pencarian

solusi atas masalah OBP (termasuk OBP Tanjung Datu) dan sengketa blok

Ambalat perlu diperkuat dan dipersiapkan secara matang oleh lndonesia,

antara lain, dengan memperkuat argumentiasiyang didasarkan pada dokumen

sejarah, instrumen hukum nasional dan internasional, serta dengan

memperkuat koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam perundingan

perbatasan.
Masalah-masalah yang terdapat di kawasan perbatasan Indonesia-

Malaysia di Kalimantan, seperti masih maraknya berbagai kegiatan ilegal lintas

batas, tidak memadainya PLB dan Pos Pamtas, serta terbatasnya infrastruktur

(yang mengakibatkan kawasan perbatasan tertinggal dalam pembangunan

secara sosial dan ekonomi) iuga harus disikapi Secara serius oleh lndonesia

melalui penanganan yang komprehensif dan langkah-langkah strategis di

berbagai bidang, termasuk melalui diplomasi perbatasan' Hal tersebut perlu

dilakukan oleh Indonesia, karena penanganan masalah-masalah kawasan

perbatasan memiliki arti strategis tidak saja bagi kemajuan kawasan

perbatasan itu sendiri(yang diharapkan menjadi halaman depan dariwilayah

Indonesia), tetapijuga bagi kepentingan nasional lndonesia yang lebih luas,

yakni untuk tetap terpeliharanya kedaulatan negara.

lV. B. Rekomendasi

1. Pemerintah Indonesia harus lebih intensif lagi berunding dengan pihak

Malaysia guna mencari solusi konkret atas persoalan demarkasi perbatasan

darat di sejumlah titik yang belum tuntas (outstanding boundary problemsl

OBp) Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur serta

sengketa btok Ambalat. Terkait dengan hal ini, tim perunding ataupun

pengambil kebijakan tertinggi di Indonesia jangan sampai mengambil

keputusan yang didasarkan semata-mata pada pertimbangan ingin

memelihara hubungan baik kedua negara, melainkan harus menempatkan

kedaulatan NKRI sebagai prioritas yang paling utama.

2. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah nyata (tidak

sekedar wacana) dalam memajukan kawasan perbatasan Indonesia-
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Malaysia di Kalimantan, seperti percepatan untuk menyelesaikan dan
mewujudkan jalan paralel perbatasan lndonesia-Malaysia di Kalimantan,
sarana dan prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di titik-titik yang
telah disepakati sesuai kesepakatan bilateral lndonesia-Malaysia, dan
berbagai sarana dan prasarana lainnya guna mendorong pengembangan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, akses transportasi, dan potensi
kawasan perbatasan lndonesia-Malaysia.

3. DPR Rl, sebagai lembaga perwakilan rakyat, harus lebih intens mengawasi
dan mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
penanganan masalah perbatiasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, antara
lain dengan mengawasi dan mengawal pelaksanaan Undang-Undang
tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai hasil pemekaran

wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang diharapkan menjadi bagian dari
solusi untuk mengatasi masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di
Kalimantan.
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